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ABSTRAK :  - bahwa sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah 
perbatasan, sesuai ketentuan Pasal 10B ayat (3) dan Pasal 11A ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor 
dan Ekspor Barang yang Dibawa oleh Pelintas Batas dan Pemberian Pembebasan Bea Masuk 
Barang yang Dibawa oleh Pelintas Batas; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Ketentuan mengenai Impor dan ekspor barang yang dibawa oleh Pelintas Batas dilakukan 
melalui Pos Pengawas Lintas Batas (PPLB). Barang yang dibawa oleh Pelintas Batas yang 
diimpor melalui PPLB terdiri dari barang yang diperoleh dari dalam daerah pabean yang dibawa 
ke luar daerah pabean dan untuk dibawa kembali ke dalam daerah pabean, dan barang yang 
diperoleh dari luar daerah pabean dan tidak akan dibawa kembali ke luar daerah pabean. 
Pelintas Batas yang tiba dari luar daerah pabean wajib memberitahukan barang impor yang 
dibawanya kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di PPLB. 
Ekspor barang melalui PPLB yang tidak dilakukan oleh Pelintas Batas, kewajiban pabeannya 
diselesaikan sesuai dengan ketentuan umum kepabeanan di bidang ekspor. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
188/PMK.04/ 2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana 
Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2019 dan diundangkan  pada tanggal                
21 Mei 2019. 

  - Lampiran halaman 5 – 131. 

    

 


